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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan pada UMKM 
X di Kecamatan Pamulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif 
dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa UMKM X telah memiliki NPWP, namun pelaksanaan 
kewajiban perpajakan belum optimal. Pelaku usaha masih terbatas dalam memahami 
perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 
2022, UMKM X berhak memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% dengan fasilitas omzet 
tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000 per tahun, sehingga PPh terutang sebesar Rp0. 
Sementara itu, berdasarkan simulasi tarif progresif Pasal 17, diperoleh Penghasilan 
Kena Pajak sebesar Rp29.674.282 dengan PPh terutang sebesar Rp1.483.714. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan dan 
pemanfaatan sistem perpajakan digital diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan 
perpajakan UMKM. 

Kata kunci: UMKM, kewajiban perpajakan, UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, PP 
Nomor 55 Tahun 2022, PPh Pasal 17. 
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Analysis of Tax Obligations Based on Law Number 7 of 2021 Concerning the 
Harmonization of Tax Regulations (Case Study of UMKM X in Pamulang 

District) 

By 
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Bachelor of Financial Accounting Study Program 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of tax obligations at UMKM X in 
Pamulang District based on Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of 
Tax Regulations. The method used is descriptive qualitative with data collection 
through interviews, documentation, and literature studies. The results show that 
UMKM X already has a Taxpayer Identification Number (NPWP), however the 
implementation of tax obligations has not been carried out optimally. Business owners 
still have limited understanding of tax calculation, payment, and reporting. Based on 
Government Regulation Number 55 of 2022, UMKM X is entitled to utilize the Final 
Income Tax rate of 0.5% with a non-taxable turnover facility of IDR 500,000,000 per 
year, resulting in a tax payable of IDR 0. Meanwhile, based on the progressive rate 
simulation under Article 17, a Taxable Income of IDR 29,674,282 was obtained with 
income tax payable of IDR 1,483,714. This study concludes that improved tax 
understanding and utilization of digital tax systems are necessary to enhance tax 
compliance among UMKM. 

Keywords: UMKM, Tax Obligations, Law Number 7 of 2021 on the Harmonization, 
Government Regulation Number 55 of 2022, Article 17 Income Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang 

punggung perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 

2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit atau sekitar 99,99% dari 

total pelaku usaha di Indonesia (Kemenkop UKM, 2023). Meskipun memiliki peran 

yang sangat strategis, dalam praktiknya pelaku UMKM sering menghadapi kendala 

dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara administratif, 

meskipun telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada keberadaan 

aturan, tetapi juga pada pemahaman dan kesiapan wajib pajak dalam menjalankannya. 

Selain itu, berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar 

penelitian mengenai UMKM masih berfokus pada sektor usaha dagang dan 

manufaktur. Padahal, secara konseptual UMKM tidak hanya terbatas pada kedua sektor 

tersebut, melainkan juga mencakup sektor jasa yang memiliki karakteristik operasional 

yang berbeda. Hal ini sejalan dengan penelitian Kaunang, J. B. et al. (2024) yang 

mengkaji UMKM sektor jasa kafe, serta Anggira, H. dan Widyanti, Y. (2023) yang 

berfokus pada sektor kerajinan. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji 

implementasi kewajiban perpajakan pada UMKM sektor jasa tertentu masih terbatas. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (research gap) dalam objek 

penelitian UMKM, khususnya pada sektor jasa yang relatif masih kurang mendapat 

perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut 

dengan mengkaji UMKM yang bergerak di bidang jasa, sehingga dapat memberikan 

perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. UMKM yang menjadi 

objek dalam penelitian ini masih menjalankan kegiatan usahanya masih tergolong 

sederhana, baik dari segi pencatatan keuangan maupun sistem operasional. Pencatatan 

transaksi sudah diterapkan secara system menggunakan aplikasi
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namun dalam pengaplikasiannya masih perlu pengajaran yang lebih insentif, juga 

strategi pemasaran yang digunakan masih terbatas pada media sosial tanpa 

memanfaatkan website atau sistem digital yang lebih terintegrasi. Kondisi tersebut 

menarik untuk diteliti, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi kewajiban 

perpajakan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian (Klau, 2025) yang menemukan 

bahwa UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam pembukuan, pencatatan 

transaksi, serta penggunaan sistem administrasi yang memadai. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam proses 

perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, serta mengkaji berbagai kendala yang 

dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Di Kota Tangerang Selatan, terdapat salah satu UMKM yang bergerak di 

bidang jasa fotokopi dan layanan penunjang administrasi yang berlokasi di Kecamatan 

Pamulang. Usaha ini menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan kebutuhan 

masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat umum yang memerlukan layanan 

penggandaan dokumen dan kebutuhan administrasi lainnya. Adapun layanan yang 

disediakan oleh UMKM X antara lain fotokopi dokumen, pencetakan (printing), 

penjilidan dokumen, laminating, serta penjualan alat tulis kantor (ATK), souvenir 

merchandise, kebutuhan kantor/bisnis/personal dan produk siap ambil. Keberadaan 

usaha ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan penggandaan 

dokumen dan perlengkapan administrasi dengan harga yang relatif terjangkau.  

Usaha fotokopi ini dijalankan secara mandiri oleh pemilik usaha dan termasuk 

dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memiliki skala 

usaha yang relatif kecil dengan modal terbatas serta jumlah tenaga kerja yang tidak 

banyak. Kegiatan usaha sehari-hari umumnya berasal dari layanan jasa fotokopi, 

percetakan dokumen dan souvenir merchandise yang menjadi sumber utama 

pendapatan usaha tersebut. Penelitian ini berangkat dari pengamatan awal bahwa 

terdapat gap antara ketentuan peraturan perpajakan dengan implementasi di lapangan, 

khususnya pada UMKM X di Kecamatan Pamulang. Sebagai pelaku usaha, pemilik 

UMKM X telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi sebagai 

identitas perpajakan. Namun demikian, dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan 
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masih diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai perhitungan, pembayaran, 

serta pelaporan pajak atas kegiatan usaha yang dijalankan. Sebagai pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemahaman yang memadai terhadap berbagai 

kebijakan pemerintah menjadi hal yang sangat penting, sejalan dengan penelitian (Lia 

Ekowati Dkk, 2024) yang mengatakan seyogyanya UMKM sebagai pelaku usaha atau 

bisnis memahami ketentuan perpajakan dengan baik. Sayangnya, masih banyak 

UMKM yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang perpajakan. Hal ini 

mencakup kebijakan yang berkaitan dengan perizinan usaha, pembiayaan, hingga 

kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan yang baik dapat membantu pelaku 

UMKM dalam menjalankan usaha secara tertib administrasi, meminimalkan risiko 

kesalahan pelaporan, serta memanfaatkan berbagai fasilitas pajak yang diberikan 

pemerintah untuk mendukung perkembangan usaha (Khoiri Furqon, 2022). 

UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi UMKM menjadi 

semakin kompleks dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

(Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan 

utama negara. Pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan bagian penting dalam 

aktivitas usaha karena mencerminkan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi negara 

sekaligus kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan ekonomi dan sosial.  

Di Indonesia, pajak berkontribusi sekitar 70-80% terhadap pendapatan negara. 

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam 

perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha yang 

menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih 

tergolong rendah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kontribusi 

UMKM terhadap penerimaan pajak dengan realisasinya (Direktorat Jenderal Pajak, 

2021). Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 membawa beberapa 

perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk penyesuaian tarif 

PPh untuk UMKM, pengaturan kembali PPN, serta integrasi sistem administrasi 

perpajakan melalui pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).  
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Dalam konteks perpajakan, penerapan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi 

UMKM diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai upaya untuk menyederhanakan 

kewajiban pajak dan meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan peraturan tersebut 

memungkinkan UMKM menghitung pajak berdasarkan tarif final tanpa perlu 

menghitung penghasilan bersih, sehingga lebih mudah diterapkan (Kementerian 

Keuangan RI, 2022).  

Pengetahuan dan literasi perpajakan adalah elemen krusial yang mempengaruhi 

tingkah laku wajib pajak. Semakin mendalam pemahaman seseorang tentang aturan 

dan sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar 

pajaknya (Wahang et al., 2025). Ini meliputi penentuan subjek pajak dan cara 

pemungutannya. PPh Final menjadi salah satu diantaran komponen pajak utama 

dengan kinerja penerimaan yang terus meningkat secara konsisten, baik secara bulanan 

maupun kumulatif. Pada tahun 2025, pajak tersebut berperan sebesar Rp345,7 triulan 

dari keseluruhan pendapatan pajak nasional. Berikut adalah grafik penerimaan 

berbagai Jenis Pajak Utama untuk tahun 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Penerimaan Beragam Tipe Pajak Utama 
Sumber : APBN Kita, 2025 

Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti karena kepatuhan pajak UMKM tidak 

hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada sustainability usaha itu 

sendiri. Ketidakpatuhan pajak dapat berakibat pada sanksi administratif maupun pidana 

yang mengancam keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, melalui studi kasus pada 
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UMKM X di Kecamatan Pamulang ini, bertujuan untuk mengeksplorasi kepatuhan 

pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak, serta memahami secara mendalam 

implementasi kewajiban perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 

yang kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, isu utama dalam penelitian tersebut 

berfokus pada pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh UMKM X di Kecamatan 

Pamulang yang belum berjalan secara optimal. Meskipun pemilik usaha telah 

mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan, 

pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang mencakup proses perhitungan, pembayaran, 

serta pelaporan pajak atas kegiatan usahanya masih memerlukan pemahaman yang 

lebih baik. Penulis juga menemukan masalah dari penelitian sebelumnya menunjukkan 

adanya variasi hasil terkait tingkat kepatuhan perpajakan UMKM. Hasil penelitian 

pendahuluan yang telah dilakukan pada UMKM X, ditemukan beberapa permasalahan 

terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemilik usaha masih memiliki keterbatasan 

dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan pajak.  

Selain itu, pencatatan keuangan yang masih sederhana menyebabkan kesulitan 

dalam menentukan dasar pengenaan pajak secara tepat. Di sisi lain, proses bisnis yang 

dijalankan oleh UMKM X belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, sehingga 

berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

praktik di lapangan dengan ketentuan perpajakan yang seharusnya diterapkan. 

Penelitian (Klau, 2025) menemukan bahwa kepatuhan UMKM masih rendah yang 

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta rendahnya sosialisasi 

perpajakan. Sementara itu, penelitian (Kaunang, 2024) menunjukkan bahwa tingkat 

kepatuhan pada UMKM kafe tergolong baik, meskipun pemahaman terhadap prosedur 

perpajakan masih rendah. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya inkonsistensi 

temuan meskipun ruang lingkup penelitian sama, yaitu pada kepatuhan UMKM. 
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Variasi tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan jenis usaha dan intensitas 

sosialisasi perpajakan yang diterima oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, fenomena 

ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh 

regulasi yang sama, tetapi juga oleh faktor lain yang perlu dikaji lebih mendalam, 

khususnya pada UMKM di sektor jasa seperti UMKM X. 

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis 

kewajiban perpajakan pada UMKM X di Kecamatan Pamulang berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam 

pemenuhan kewajiban tersebut beserta solusi yang dapat diterapkan agar kepatuhan 

perpajakan pada usaha terkait dapat berjalan secara optimal. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan 

menjawab beberapa pertanyaan penelitian diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewajiban perpajakan pada UMKM X? 

2. Bagaimana proses bisnis yang dijalankan oleh UMKM X? 

3. Bagaimana kewajiban UMKM X sesuai Undang – undang nomor 7 Tahun 2021? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan pada UMKM X. 

2. Menganilisis proses bisnis yang dijalankan oleh UMKM X. 

3. Menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan pada UMKM X berdasarkan 

dengan Undang – undang nomor 7 Tahun 2021. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini memiliki dua 

manfaat, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi 

pengembangan literatur ilmu akuntansi perpajakan, khususnya terkait implementasi 

kewajiban perpajakan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis mengenai pengaruh 
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tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sosialisasi perpajakan, serta menjadi referensi 

pembanding bagi penelitian selanjutnya yang menganalisis kendala pelaporan pajak 

pada pelaku usaha yang telah memiliki NPWP. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan tentang perpajakan, dan 

tentang pelaku UMKM yang harus taat pajak. 

b. Bagi Pelaku UMKM X Kecamatan Pamulang 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan solusi praktis terkait 

penyelesaian kendala administratif maupun pemahaman perpajakan, sehingga pelaku 

usaha dapat lebih mudah melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi disusun berdasarkan Pedoman Teknis 

Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. 

Sasaran utamanya Adalah memudahkan pembahasan penelitian serta menjelaskan 

gambaran dengan benar dan singkat, diantaranya: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah terkait analisis kewajiban 

perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selanjutnya, dijelaskan rumusan masalah 

dan pertanyaan penelitian sebagai fokus utama kajian. Bab ini juga memuat 

tujuan serta manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Pada 

bagian akhir, disajikan sistematika penulisan yang menggambarkan susunan 

skripsi dari Bab I hingga Bab V. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi, Teori yang relevansi menjelaskan implementasi undang-undang 

nomor 7 tahun 2022, penelitian terdahulu sebagai referesnsi penguat dalam 

penelitian dan kerangka pemikiran yang digambarkan melalui implementasi 

undang – undang nomor 7 tahun 2021. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi, Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif objek 

penelitian berupa analisisis kewajiban perpajakan dan kepatuhan perpajakan 

UMKM X serta subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM X. Jenis 

dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Metode 

pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Metode 

analisis data yang berisi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan Kesimpulan. 
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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Keisimpulan  

Beirdasarkan hasil peineilitian meingeinai analisis keiwajiban peirpajakan 

beirdasarkan Undang-Undang No imoir 7 Tahun 2021 teintang Harmoinisasi Peiraturan 

Peirpajakan oileih UMKM X di Keicamatan Pamulang, maka dapat disimpulkan se ibagai 

beirikut: 

1. UMKM X teilah meimpunyai No imoir Poikoik Wajib Pajak (NPWP) seibagai 

ideintitas peirpajakan, namun dalam pe ilaksanaan ke iwajiban peirpajakan masih 

beilum beirjalan seicara oiptimal. Pe imilik usaha be ilum seicara rutin meilakukan 

peirhitungan, peimbayaran, dan peilapoiran pajak se isuai deingan keiteintuan 

peirpajakan yang be irlaku.  

2. Proiseis bisnis yang dijalankan o ileih UMKM X masih dilakukan se icara 

seideirhana. Peincatatan transaksi usaha sudah me inggunakan aplikasi pe incatatan, 

namun peineirapannya beilum maksimal dan be ilum dilakukan se icara koinsistein. 

Seilain itu, sisteim administrasi dan doikumeintasi transaksi usaha masih be ilum 

teirtata deingan baik seihingga meinyulitkan dalam pro iseis peinghitungan 

keiwajiban peirpajakan. 

3. Beirdasarkan Undang-Undang No imoir 7 Tahun 2021 seirta PP No imoir 55 Tahun 

2022, UMKM X te irmasuk wajib pajak yang dapat me imanfaatkan fasilitas Pajak 

Peinghasilan Final se ibeisar 0,5% dari peireidaran bruto i seiteilah meileiwati batas 

oimzeit tidak keina pajak seibeisar Rp500.000.000 pe ir tahun. Namun pada 

praktiknya, UMKM X beilum meineirapkan keiteintuan teirseibut seicara oiptimal 

kareina masih teirbatasnya peimahaman meingeinai meikanismei peirpajakan 

UMKM. 

4. Keindala utama yang dihadapi UMKM X dalam me imeinuhi keiwajiban 

peirpajakan meiliputi reindahnya pe imahaman pe irpajakan, ke iteirbatasan sumbe ir 

daya manusia, peincatatan keiuangan yang masih seideirhana, kurangnya 
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soisialisasi peirpajakan, seirta beilum o iptimalnya peimanfaatan siste im administrasi 

peirpajakan digital. 

5. Impleimeintasi keiwajiban peirpajakan pada UMKM X me inunjukkan adanya 

keiseinjangan antara keiteintuan peirpajakan yang beirlaku deingan koindisi 

peilaksanaan di lapangan. Me iskipun peimeirintah teilah meimbeirikan keimudahan 

administrasi dan fasilitas pe irpajakan meilalui Undang-Undang No imoir 7 Tahun 

2021, tingkat ke ipatuhan peirpajakan UMKM masih dipe ingaruhi oileih tingkat 

liteirasi dan keisiapan administrasi pe ilaku usaha. 

5.2 Saran  

Beirdasarkan hasil peineilitian yang teilah dilaksanakan, maka pe ineiliti 

meimbeirikan beibeirapa saran seibagai beirikut:  

1. Bagi UMKM X 
a. Disarankan untuk mulai me ilakukan peincatatan keiuangan seicara leibih 

teirstruktur dan koinsistein agar me impeirmudah proiseis peirhitungan, peimbayaran, 

dan peilapoiran pajak. Seilain itu, peimilik usaha juga pe irlu meiningkatkan 

peimahaman te irkait peirpajakan UMKM meilalui so isialisasi, peilatihan, maupun 

infoirmasi dari Direiktoirat Jeindeiral Pajak. 

b. Disarankan untuk mulai me ilaksanakan keiwajiban peirpajakan kareina sangat 

beirpoiteinsi keideipannya se ibagai peilaku pajak seicara rutin se isuai  keiteintuan yang 

beirlaku, baik dalam me ilakukan peirhitungan PPh Final, pe imbayaran pajak, 

maupun peilapoiran Surat Peimbeiritahuan (SPT) Tahunan agar te irhindar dari 

sanksi administrasi pe irpajakan. 

2. Bagi Institusi Pe imeirintah 

a. Peimeirintah dan Dire iktoirat Jeindeiral Pajak diharapkan dapat me iningkatkan 

soisialisasi dan peindampingan peirpajakan khususnya keipada peilaku UMKM 

seiktoir jasa. Soisialisasi teirseibut peirlu dilakukan se icara seideirhana dan mudah 

dipahami supaya dapat me iningkatkan keisadaran dan keipatuhan wajib pajak 

UMKM. 
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b. Peimeirintah diharapkan dapat me imbeirikan peindampingan dan eidukasi 

peirpajakan seicara leibih inteinsif keipada peilaku UMKM, khususnya te irkait 

impleimeintasi Undang-Undang No imoir 7 Tahun 2021 dan PP No imoir 55 Tahun 

2022. Se ilain itu, peimeirintah juga peirlu meiningkatkan akse is keimudahan 

layanan peirpajakan digital seirta meimpeirluas proigram peimbinaan UMKM agar 

peilaku usaha mampu me imahami dan meinjalankan keiwajiban peirpajakannya 

seicara mandiri dan beirkeilanjutan. 

3. Saran Untuk Pe ineilitian Meindatang 

a. Peineilitian seilanjutnya diharapkan bisa me ingeimbangkan peineilitian ini deingan 

cakupan oibjeik yang leibih luas seirta meinggunakan meitoidei peineilitian yang 

beirbeida agar dapat me imbeirikan hasil yang leibih meindalam teirkait 

impleimeintasi keiwajiban peirpajakan pada UMKM di Indo ineisia. 

b. Peineiliti seilanjutnya juga dapat me inambahkan analisis te irkait peinggunaan 

sisteim digital peirpajakan, seipeirti Co ireitax, ei-Filing, maupun mo ideirnisasi 

administrasi peirpajakan teirhadap tingkat ke ipatuhan wajib pajak UMKM. 
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